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TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” adalah : 
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pada karya tesis saya. 
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bagian–bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang 
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“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 

dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.” 
 

(1 Timotius 4:12) 
 
 
 

“Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, 
padahal engkau mampu melakukannya.” 

 
(Amsal 3:27) 

 
 
 

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia 

dengan kemajuan selangkah pun.” 
 

(Soekarno) 
 
 
 

“Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan 
kegigihan.”   

 
(Samuel Johnson) 

 
 
 

“Buat saya hidup hanyalah sebuah pengabdian di mana pun saya berada, Jabatan 
tak lagi terlalu berarti. Seandainya saya bisa berbuat sebagai praktisi hukum dan 

akademisi maka saya sudah sangat bahagia.” 
 

(Todung Mulya Lubis) 
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ABSTRAK 
 

Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas 
perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek 
hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus 
pemalsuan merek, seyogyanya didasarkan pada penegakan hukum perdata tentang 
keabsahan suatu merek, apakah merek itu punya persamaan pada pokoknya atau 
persamaan secara keseluruhan dengan merek lain, dan siapakah pemilik merek yang 
berhak. Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa merek Buddha Bar 
yang pada awalnya adalah milik seorang warga Perancis yang kemudian memberikan 
kuasa kepada orang Indonsesia dan telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia 
sesuai dengan prosedur hukum hingga diterbitkannya sertifikat merek Oleh Dirjen 
HKI namun selang beberapa waktu sertifikat tersebut dicabut dengan alasan 
bertentangan dengan agama dan moralitas dengan nomor perkara PTUN No. 
97/G/2016/PTUN-JKT  tanggal 22 juli 2016, 

 
Kata Kunci   : Sengketa, Merek, Buddha bar, Merek, Luar Negri. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P  U  T  U  S  A  N

Nomor :  97/G/2009 /PTUN.JKT

    "  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

"  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  

memer iksa ,  mengadi l i ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  Perad i l an  t i ngka t  

per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan  -  per t imbangan  seper t i  te r sebu t  

d ibawah  in i ,  da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEORGE V  EATERTAINMENT (  dahu lu  bernama  GEORGE V 

RESTAURATION  )  (  “Perse roan ”  ) ,  

suatu  Badan  hukum  yang  did i r i k an  

berdasarkan  dan  tunduk  pada  hukum 

negara  Republ i k  Peranc i s ,  bera lamat  

di  4  Avenue  de  l ’Opéra ,  75001  

Par i s ,  Peranc i s ,  da lam  ha l  in i  

d iwak i l i  o leh  Ms.  Tar ja  Visan ,  

Warga  Negara  Peranc is ,  ber t i ndak  

dalam  kedudukannya  se laku  Chie f  

Execut i ve  Off i ce r  yang  secara  sah  

mewaki l i  Perseroan ,  yang  dengan  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - -

- Wil l i am  Set iawan  Pal i j ama,  SH ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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- - - - - - - - - - - - - -

-  Erika  E.  T  Tobing,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hendry  Muliana  Hendrawan,  SH ;  

- - - - - - - - - - - -

- M.  Kenny  Rizk i  Daeng  Macal lo ,  

SH ;  - - - - - - - -

Kesemuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  

Advokat  pada  Fi rma  Hukum  Adnan 

Kelana  Haryanto  & Hermanto  (  “AKHH”  

) ,  bera lamat  di  Chase  Plaza  Lt .  

18,   J l .   Jend.   Sudi rman   Kav.  

21,    Jakar t a  

12920,  dengan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  6  Mei  2009 

(  te r l amp i r  ) ,  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PENGGUGAT ;  

L a w a n :

Direktur  Merek  pada  Direktora t  Jendera l  Hak  Kekayaan 

Inte lek tua l ,  Departemen   Hukum   dan    Hak    Asasi  

Manusia    Republ ik    Indonesia ,  

berkedudukan  d i  Jakar ta ,  d i  J l .  

Daan  Mogot  km.  24,  Tangerang ,  

2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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15119,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  

kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1. N a m a :   T.  DIDIK 

TARYADI,  SH ;   - - - - - - - -

2. N a m a : ARIS  IDEANTO,  SH. ,  MH ;  

- - - - - - -

3. N a m a : JUJUN ZAENURI,  SH. ,  MH ;  

- - - -

4. N a m a : IGNATIUS  MT.  SILALAHI,  

SH. ,  MH ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5. N a m a : NOVA  SUSANTI,  SH ;  

- - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Pegawai  Di rek to ra t  

Merek ,  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l e k t ua l ,  Depar temen  

Hukum  dan  Hak  Asas i  Manus ia  

Republ i k  Indones ia ,  ba ik  secara  

send i r i  –  send i r i  mapun  secara  

bersama  –  sama ber t i ndak  untuk  dan  

atas  nama  Pember i  Kuasa,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus,  

tangga l  29  Juni  2009,  se lan ju t nya  

Halaman 3 dar i49  halaman Putusan  Nomor  :  
97/G/2009 /PTUN.JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  97/PEN- DIS/2009 /PTUN -  JKT,  

tangga l                        7 Jul i  2009 ,  ten tang  

penetapan  pemer iksaan  perkara  dengan  acara  biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  97/PEN/2009/PTUN  -  JKT,  

tangga l  7  Jul i  2009 ,  ten tang  Penunjukkan  Susunan  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  

gugatan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  

97/PEN- HS/2009/PTUN  JKT,  tangga l  9  Jul i  2009 ,  

ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Telah  membaca  Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  

8  Juni  2009 ,  yang  dida f t a r  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  tangga l  8 

Juni  2009  dan  te lah  dia j ukan  perba i kan  gugatan  pada  

tangga l  22  Jul i  2009 ,  d i  bawah  reg i s t e r  perkara  

4

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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nomor  :  97/G/2009 /PTUN- JKT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Sura t  -  Sura t  dan  Bukt i  -  bukt i  dar i  

p ihak  Penggugat  dan  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  mendengarkan  kete rangan  -  kete rangan  dar i  

p ihak  pihak  yang  bersengke ta  dipe rs i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  

gugatan  te rhadap  Tergugat  dengan  Sura t  Gugatan  

te r t angga l  8  Juni  2009 ,  yang  di te r ima  dan  te rda f t a r  d i  

da lam Regis te r  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  pada  tangga l  8  Juni  2009 ,  dan  te l ah  dipe rba i k i  

pada  tahap  pemer iksaan  pers i apan  pada  tangga l  tangga l  22 

Jul i  2009 ,  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

97/G/2009 /PTUN- ]KT,  dengan  mengemukakan  alasan  -  a lasan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Halaman 5 dar i49  halaman Putusan  Nomor  :  
97/G/2009 /PTUN.JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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A.  OBYEK GUGATAN :  

Dalam perkara  in i ,  yang menjadi  obyek  dar i  gugatan  

ta ta  usaha  negara  adalah:  Keputusan  Tergugat  tentang  

penar ikan  kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  dengan  Nomor  

IDM000189681  untuk  Merek  “  BUDDHA –  BAR ”  d i  Kelas  43 

(  “  Ser t i f i k a t  Merek  ”  )  mi l i k  Penggugat ,  yang 

di tuangkan  dalam  bentuk  Surat  Di rek tu r  Merek  Nomor  

HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  te r t angga l                  15  

Apr i l  2009  (  “  Surat  Di rek tu r  Merek  ”  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Di rek tu r  Merek  in i  d i t u j u kan  oleh  Di rek tu r  Merek  

kepada  Perseroan  mela lu i  Ibu  Helena  Adnan  dalam 

kapas i t asnya  se laku  kuasa  hukum/Konsu l t an  HKI  Perseroan  

untuk  pendaf t a ran  dan  per l i n dungan  Merek  “BUDDHA-BAR”  di  

wi layah  Republ i k  Indones ia .  Iden t i t a s  Ibu  Helena  Adnan 

se laku   kuasa  hukum/Konsu l t an  HKI  Perseroan  juga  

dican tumkan  di  da lam Ser t i f i k a t  Merek .  Oleh  karena  i t u ,  

gugatan  dengan  ob jek  sengketa  Sura t  Di rek tu r  Merek  in i  

berdasarkan  hukum harus  d ia j ukan  oleh  Perseroan  kepada  

Di rek tu r  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Gugatan  ta ta  usaha  negara  in i  d ia j ukan  pada  tangga l  8 

Jun i  2009,  sementara   ob jek   gugatan   ta ta   usaha  

negara ,   ya i t u   Sura t   Di rek tu r  Merek  
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yang  di t e r ima  oleh  kuasa  hukum Penggugat  pada  tangga l  15  

Apr i l  2009,  seh ingga  dengan  demik ian  gugatan  in i  

d imasukkan  masih  da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh )  har i  sebaga imana  dia tu r  dalam  Pasa l  55  Undang  -  

undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ( “UU  No.  5/1986” ) ,  dan  karena  i t u  harus  

dinya takan  dapat  d i te r ima  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Keputusan  Tergugat  untuk  menar i k  kembal i  Ser t i f i k a t  

Merek  mi l i k  Penggugat  mela lu i  Sura t  Di rek tu r  Merek  

ada lah  suatu  keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  bers i f a t  

Konkre t ,  Ind i v i dua l ,  dan  Fina l  dengan  pen je lasan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i )  Konkret

Keputusan  Tergugat  t i dak  bers i f a t  abst rak  mela inkan  

bers i f a t  konkre t ,  ya i t u  untuk  meniadakan  hak  yang  

sudah  dimi l i k i  o leh  Penggugat  atas  merek  “BUDDHA-

BAR”  berdasarkan  Ser t i f i k a t  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

( i i )  Bersi fa t  ind iv idua l  

Keputusan  Tergugat  bers i f a t  ind i v i d ua l  karena  

di t u j u kan  dan  memi l i k i  dampak  hukum hanya  kepada  

Penggugat  sa ja  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Halaman 7 dar i49  halaman Putusan  Nomor  :  
97/G/2009 /PTUN.JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

( i i i )  Bersi fa t  f ina l

Keputusan  Tergugat  t i dak  memer lukan  adanya  

perse tu j uan  ins tans i  atasan  dan  t i dak  ada  upaya  

band ing  apapun  lag i  seh ingga  keputusan  in i  sudah  

def i n i t i f  dan  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  sangat  

merug ikan  Penggugat  ser ta  dibua t  dengan  melanggar  

Undang- undang  No.  15  Tahun  2001  ten tang  Merek  ( “UU 

No.  15/2001” )  ;  - - - - - - - -

Berdasarkan  hal  -  ha l  te rsebu t  d i  atas ,  keputusan  

Tergugat  yang  di tuangkan  dalam  bentuk   Sura t   Di rek tu r  

Merek   adalah   suatu   keputusan   ta ta    usaha  

negara  yang  dapat  d i j ad i kan  obyek  gugatan  ta ta  usaha  

negara  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  1 ayat  (3 )  dan (4 )  

UU No.  5/1986 ,  dan berdasarkan  keten tuan  Pasa l  50 UU No.  

5/1986  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  memi l i k i  yur i sd i k s i  

untuk  mengadi l i  perka ra  in i  da lam  t i ngka t  per tama  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DASAR GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Penggugat  mengajukan  gugatan  ta ta  usaha  negara  te rhadap  

Tergugat  atas  dasar  hukum yang  sah  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  Undang- undang  No.  9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- undang  No.  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ( “UU No.  

9/2004” ) ,  ya i t u :  Terguga t  da lam  mengeluarkan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  gugatan  dalam 

perkara  in i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a.  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang  -  undangan  

yang  ber laku ,  ya i t u  UU  No.  15/2001 ;  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

b.  te lah  melanggar  asas  -  asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ( “AAUPB”) ,  te ru tama  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

( i )  Asas  Kepast i an  Hukum  ;  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i )  Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  akan  mengura ikan  secara  r i nc i  pe langgaran-

pelanggaran  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  te rhadap  UU No.  

15/2001  dan  AAUPB dalam  ura ian  mengenai  Lata r  Belakang  

Perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . LATAR BELAKANG PERKARA

1. Penggugat  mela lu i  kuasa  hukumnya  te l ah  mengajukan  

permohonan  pendaf ta ran  merek  untuk  merek  “BUDDHA-

BAR”  berdasarkan  sura t  permohonan  te r t angga l  17  

Ju l i  2007  (  Vide  Bukt i  P – 1 )  yang di te r ima  

oleh  Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l e k t ua l  

pada  tangga l                   18 Ju l i  2007  dengan  
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nomor  agenda  J00  2007023279  (V ide  Bukt i  P- 2) .  

Sura t  permohonan  in i  d ia j ukan  dengan  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  7,  Pasal  9  dan  Pasal  10  UU No.  

15/2001  dan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  23  Tahun  1993  

ten tang  Tata  Cara  Permin taan  Pendaf ta ran  Merek  ;  

- - -

 2. Selan ju tnya  proses  pendaf ta ran  untuk  merek  “BUDDHA-

BAR”  in i  juga  te l ah  di l akukan  dan  menempuh proses  

pendaf ta r an  merek  sebaga imana  dia tu r  da lam  UU No.  

15/2001 ,  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pasa l  13,  Pasa l  14 dan Pasal  15 UU No.  15/2001  

ten tang  di l akukannya  pemer iksaan  te rhadap  

ke lengkapan  persyara tan  pendaf t a r an  merek  oleh  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l .  

Permohonan  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  

te rnya ta  te l ah  d inya takan  lo l os  pemer iksaan  

te rhadap  ke lengkapan  persyara tan  pendaf ta ran  

merek ,  seh ingga  te rhadap  permohonan  te rsebu t  

d ibe r i kan  tangga l  pener imaan,  untuk  

se lan ju t nya  di l akukan  pemer iksaan  substan t i f  

sebaga imana  diu ra i kan  dalam huru f  (b )  d i  bawah 

in i   ;  - - - - - - - - - - - -  

b. Pasa l  18,  Pasa l  19 dan Pasal  20 UU No.  15/2001  

ten tang  di l akukannya  pemer iksaan  subs tan t i f  

te rhadap  permohonan  merek  “BUDDHA-BAR”  o leh  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l .  

Permohonan  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  
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te rnya ta  te l ah  d inya takan  lo l os  pemer iksaan  

substan t i f  seh ingga  prosesnya  dapat  

d i l an j u t kan  dengan  pengumuman  sebaga imana  

diu ra i kan  da lam  huru f  (c )  d i  bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - -

c .  Pasa l  21,  Pasa l  22 dan Pasal  23 UU No.  15/2001  

ten tang  di l akukannya    pengumuman    atas  

permohonan    pendaf t a r an  

merek  “BUDDHA-BAR”  d i  Ber i t a  Resmi  Merek .  

Permohonan  pendaf ta ran  merek  “BUDDHA-BAR” 

te lah  diumumkan  se lama  3  ( t i ga )  bu lan  di  

Ber i t a  Resmi  Merek  dan  se lama  masa pengumuman 

te rsebu t  t i dak  pernah  ada  kebera tan  ataupun  

sanggahan  dar i  p ihak  manapun  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  24  dan  Pasal  25  UU No.  

15/2001  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Meru juk  pada  keten tuan  Pasa l  27  UU  No.  

15/2001 ,  sete lah  lewatnya  waktu  pengumuman 

permohonan  pendaf ta r an  merek  “BUDDHA-BAR”  di  

Ber i t a  Resmi  Merek ,  maka Menter i  Hukum dan Hak 

Asas i  Manusia  c.q .  Di rek tu r  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l e k t ua l  c.q .  Di rek tu r  Merek  

menyetu ju i  permohonan  pendaf ta ran  merek  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  dengan  mengeluarkan  

Ser t i f i k a t  Merek  Nomor  IDM000189681  untuk  

Merek  “BUDDHA-BAR”  d i  Kelas  43  te r t angga l  16  
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Januar i  2009;

3. Namun  tanpa  alasan  yang  je l as  t i ba - t i ba  Tergugat  

mengeluarkan  Sura t  Di rek tu r  Merek  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  menar i k  kembal i  ser t i f i k a t  

pendaf ta r an  untuk  merek  “BUDDHA-BAR”.  Dalam  Sura t  

Di rek tu r  Merek  dinya takan  bahwa  Ser t i f i k a t  Merek  

yang  te lah  dimi l i k i  o leh  Penggugat  te rdapa t  

ke jangga lan  karena  “seo lah - olah ”  merek  “BUDDHA-BAR” 

masih  da lam  proses  pendaf ta r an  untuk  mendapatkan  

Ser t i f i k a t  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Di rek tu r  Merek  yang  menyatakan  menar i k  

kembal i  Ser t i f i k a t  Merek,  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  

dengan  menggunakan  keten tuan  Pasal  5 huru f  a UU No.  

15/2001  yang  se lengkapnya  mengatur  :  - - - - - - - -

“Merek  t i dak  dapat  d ida f t a r  apab i l a  Merek  te rsebu t  

mengandung  sa lah  satu  unsur  di  bawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a.  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  mora l i t a s  agama,  

kesus i l aan  atau  kete r t i b an  umum” ;  -

Dengan menggunakan  keten tuan  Pasa l  5 huru f  a UU No.  

15/2001  te rsebu t ,  Tergugat  da lam  Sura t  Di rek tu r  

Merek  se lan ju t nya  menyampaikan  bahwa  apab i l a  

Penggugat  berkebera tan  te rhadap  Sura t  Di rek tu r  

Merek  agar  dapat  mengajukan  permohonan  band ing  
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kepada  Komis i  Banding  Merek  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  29  ayat  (1 )  UU  No.  15/2001  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

IV .  SURAT DIREKTUR MEREK TELAH MELANGGAR UU NO. 15/2001

4. Selu ruh  is i  Sura t  Di rek tu r  Merek  in i  je l as - je l as  

te lah  melanggar  keten tuan  UU No.  15/2001  karena  

FAKTANYA:  Penggugat  te lah  mempero leh  Ser t i f i k a t  

Merek  dengan  mela lu i  se lu ruh  proses  pendaf ta ran  

merek  sebaga imana  te lah  d iu ra i kan  dalam angka  2  di  

atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Meru juk  pada  se lu ruh  keten tuan  UU  No.  15/2001  

khususnya  keten tuan  Pasa l  61  sampai  dengan  Pasal  

78,  ser t i f i k a t  pendaf ta ran  merek  yang  sudah  

di t e rb i t k an  o leh  Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  

In te l e k t ua l  t i dak  dapat  d i ta r i k  kembal i ,  mela inkan  

HANYA  DAPAT  dihapus  atau  diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Selan ju tnya  Penggugat  akan  mengura ikan  se lu ruh  

keten tuan  yang  benar  dan  seharusnya  di taa t i  

mengenai  hak- hak  yang  dimi l i k i  o leh  Di rek to ra t  

Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l e k t ua l  se jak  proses  

permohonan  pendaf ta r an  suatu  merek  ( te rmasuk  merek  

mi l i k  Penggugat )  sampai  dengan  upaya  hukum dalam 
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penghapusan  atau  pembata lan  ser t i f i k a t  merek  sesua i  

dengan  atu ran - atu ran  dalam UU No.  15/2001 ,  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

A.  HAK  DIREKTORAT  JENDERAL  HAK  KEKAYAAN 

INTELEKTUAL DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK 

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  

se jak  awal  proses  pendaf ta r an  suatu  merek  

( te rmasuk  merek  mi l i k  Penggugat )  sudah  

memi l i k i  hak- hak  yang  secara  tegas  dia tu r  

da lam UU No.  15/2001  untuk  melakukan  peno lakan  

;  - - - - - - - - - - - - -

Hak- hak  Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  

In te l e k t ua l  te rsebu t  sudah  dia tu r  secara  

l im i t a t i f  dan tegas  dalam Pasa l  4,  Pasa l  5 dan  

Pasa l  6  UU  No.  15/2001  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  4  UU  No.  15/2001  mengatu r  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Merek  t i dak  dapat  d ida f t a r  atas  dasar  

permohonan  yang  dia j ukan  o leh  pemohon  yang  

ber i t i k ad  t i dak  ba ik ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pasa l  5  UU  No.  15/2001  disebu tkan  

bahwa :  - - - - - - - - - - - - - - -
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“Merek  t i dak  dapat  d ida f t a r  apab i l a  Merek  

te rsebu t  mengandung  sa lah  satu  unsur  di  bawah  

in i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  mora l i t a s  agama,  

kesus i l aan  atau  kete r t i b an  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

b. t i dak  memi l i k i  daya  pembeda  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. te lah  menjad i  mi l i k  umum  ;  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. merupakan  kete rangan  atau  berka i t an  

dengan  barang  atau  jasa  yang  dimohonkan  

pendaf ta r annya”  ;  - - - - - - - - - - - - -

Leb ih  lan ju t  da lam  Pasa l  6  UU No.  15/2001  

dia tu r  bahwa :  - - - - - -

“ (1 ) Permohonan  harus  di to l a k  oleh  Di rek to ra t  

Jendera l  apabi l a  merek  te rsebu t :  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. mempunya i  persamaan  pada  pokoknya  

atau  kese lu ruhannya  dengan  Merek  

mi l i k  p ihak  la i n  yang  sudah  

te rda f t a r  leb ih  dahu lu  untuk  barang  
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dan/a tau  jasa  yang  se jen i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b. mempunya i  persamaan  pada  pokoknya  

atau  kese lu ruhannya  dengan  Merek  

yang  sudah  te rkena l  mi l i k  p ihak  la i n  

untuk  barang  dan /  atau  jasa  se jen i s  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

c. mempunya i  persamaan  pada  pokoknya  

atau  kese lu ruhannya  dengan  ind i kas i  

geogra f i s  yang  sudah  dikena l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

(2 ) Keten tuan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  huru f  (b )  dapat  pu la  diber l akukan  

te rhadap  barang  dan/a tau  jasa  yang  t i dak  

se jen i s  sepan jang  memenuhi  persyara tan  

te r t en tu  yang  akan  d i t e t apkan  leb ih  

lan ju t  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Permohonan  juga  harus  di to l ak  oleh  

Di rek to ra t  Jendera l  apab i l a  Merek  

te rsebu t :  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. merupakan  atau  menyerupa i  nama orang  

te rkena l ,  fo to ,  atau  nama  badan  
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hukum  yang  dimi l i k i  orang  la i n ,  

kecua l i  atas  perse tu j uan  te r t u l i s  

dar i  yang  berhak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b. merupakan  t i r uan  atau  menyerupa i  

nama  atau  s ingka tan  nama,  bendera ,  

lambang  atau  s imbo l  atau  emblem 

negara  atau  lembaga  nas iona l  maupun  

in t e rnas i ona l ,  kecua l i  atas  

perse tu j uan  te r t u l i s  dar i  p ihak  yang  

berwenang  ;   - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. merupakan  t i r uan  atau  menyerupa i  

tanda  atau  cap  atau  stempel  resmi  

yang  digunakan  oleh  negara  atau  

lembaga  Pemer in tah ,  kecua l i  atas  

perse tu j uan  te r t u l i s  dar i  p ihak  yang  

berwenang”   ;  

Selu ruh  hak- hak  yang  dimi l i k i  o leh  Di rek to ra t  

Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  te rsebu t  

t i dak  pernah  digunakan  da lam  proses  

pendaf ta r an  merek  “BUDDHA-BAR”  yang  pernah  

dia j ukan  oleh  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
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Dengan  di t e rb i t k annya  Ser t i f i k a t  Merek  o leh  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l ,  

maka  se lu ruh  hak- hak  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  4,  Pasa l  5  dan  Pasa l  6  UU No.  

15/2001  juga  otomat i s  sudah  gugur  atau  t i dak  

dapat  d igunakan  lag i  karena  se lu ruh  proses  

pendaf ta r an  merek  “BUDDHA-BAR”  yang  dia j ukan  

oleh  Penggugat  te l ah  se lesa i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.  HAK  DIREKTORAT  JENDERAL  HAK  KEKAYAAN 

INTELEKTUAL  UNTUK MENGHAPUS ATAU MEMBATALKAN 

SERTIFIKAT MEREK

B.1  UPAYA HUKUM PENGHAPUSAN SERTIFIKAT MEREK

Pasa l  61 ayat  (1 )  UU No.  15/2001  mengenai  

penghapusan  merek  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Penghapusan  pendaf ta ran  Merek  dar i  

Daf ta r  Umum Merek  dapat  d i l akukan  atas  

prakarsa  Di rek to ra t  Jendera l  atau  

berdasarkan  permohonan  pemi l i k  Merek  yang  

bersangku tan  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Untuk  mempertegas  maksud  dar i  kata - kata  

“ pendaf t a ran  Merek  dar i  Daf ta r  Umum 

Merek ”  d i  atas ,  Penggugat  akan  mengut ip  
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keten tuan  Pasa l  3  UU No.  15/2001  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

“  Hak  atas  Merek  ada lah  hak  eksk lus i f  

yang  diber i kan  oleh  Negara  kepada  pemi l i k  

Merek  yang  te rda f t a r  dalam  Daf ta r  Umum 

Merek  untuk  jangka  waktu  te r t en tu  dengan  

menggunakan  send i r i  Merek  te rsebu t  atau  

member ikan  iz i n  kepada  p ihak  la i n  untuk  

menggunakannya  ”   ;  - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  3  UU  No.  

15/2001  di  atas ,  maka  maksud  dar i  kata -

kata :  “ pendaf ta r an  Merek  dar i  Daf ta r  Umum 

Merek ”  ada lah  Merek  yang  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i )  sudah  se lesa i  proses  

pendaf ta r annya  ;  - - - - - - - - - - - - - -

 ( i i )  sudah  dikabu l kan  permohonannya  

oleh  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l ek t ua l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i i ) sudah  di te rb i t k an  ser t i f i k a t  

mereknya  ;   dan  ;  - - - - - -  

( i v )  Merek  te rsebu t  sudah  d ica ta t kan  

di  Daf ta r  Umum  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya ,  a lasan  Di rek to ra t  Jendera l  

Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  untuk  melakukan  

penghapusan  merek  hanya  dapat   d i l akukan  

dengan alasan   -   a lasan   yang   l im i t a t i f  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  61  ayat  

(2 )  UU No.  15/2001  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Penghapusan  pendaf ta ran  Merek  atas  

prakarsa  Di rek to ra t  Jendera l  dapat  

d i l akukan  j i ka  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Merek  t i dak  digunakan  se lama  3  

(  t i ga  )  tahun  ber tu ru t  -  tu ru t  

da lam  perdagangan  barang  dan/a tau  

jasa  se jak  tangga l  pendaf ta ran  atau  

pemakaian  te rakh i r ,  kecua l i  apab i l a  

ada  alasan  yang  dapat  d i te r ima  oleh  

Di rek to ra t  Jendera  l ;   atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Merek  digunakan  untuk  jen i s  barang  

dan  /  atau  jasa  yang  t i dak  sesua i  

dengan  jen i s  barang  atau  jasa  yang  

dimohonkan  pendaf t a ran ,  te rmasuk  

pemakaian  Merek  yang  t i dak  sesua i  

dengan  Merek  yang  d ida f t a r  ”  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faktanya  saat  in i  ada lah  merek  “  BUDDHA – 

BAR ”  mi l i k  Penggugat  te lah  d iber i kan  

i j i n  l i s ens i  pemakaiannya  kepada  pihak  

ket i ga  ya i t u  PT  Ni re ta  Vis ta  Creat i ve  

berdasarkan  Per jan j i a n  Lisens i  Merek  (  

Trademark  L icense  Agreement  )  te r t angga l  

5  Jun i  2006  (  Vide  Bukt i  P -  3  ) .  PT 

Ni re ta  Vis ta  Creat i ve  te rsebu t  saat  in i  

te lah  menggunakan  merek  “  BUDDHA – BAR ”  

untuk  usaha  res to ran  dan  bar  yang  

ber lokas i  d i  J l .  Teuku  Umar  No.  1,  

Kelu rahan  Gondangd ia ,  Kecamatan  Menteng ,  

Jakar ta  Pusat .   Pemakaian   merek   “  

BUDDHA – BAR  ”  o leh  PT 

Ni re ta  Vis ta  Creat i ve  juga  te l ah  sesua i  

dengan  jen i s  jasa  yang  dimohonkan  

pendaf ta r annya  oleh  Penggugat ,  ya i t u  

untuk  Kelas  43  :  Jasa  -  jasa  Restoran  (  

res tau ran t  serv i ces  ) ,  bar  (  bar  serv i ces  

) ,  kafe  (  cafes  serv i ces  ) ,  hote l  (  hote l  

serv i ces  ) ,  akomodas i  sementara  

(  tempora ry  accommodat ion  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Halaman 21 dar i 49  halaman Putusan  Nomor   :  
97/G/2009 /PTUN.JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan  In te l e k t ua l  t i dak  dapat  

melakukan  upaya  penghapusan  merek  

“BUDDHA-BAR”  dengan  a lasan- alasan  

l im i t a t i f  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  

61  UU  No.  15/2001  di  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  64  UU No.  

15/2001 ,  Di rek to ra t  Jendera l  Hak Kekayaan  

In te l e k t ua l  juga  dapat  mencore t  Merek  

dar i  Ber i t a  Resmi  Merek  untuk  

melaksanakan  putusan  Pengad i l an  Niaga  

atas  upaya  pembata lan  merek  yang  dia j ukan  

oleh  pihak  ket i ga  d i  Pengad i l an  Niaga  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Hingga  saat  in i ,  t i dak  ada  upaya  hukum 

apapun  di  Pengad i l an  Niaga  o leh  pihak  

ket i ga  te rhadap  kepemi l i k an  Ser t i f i k a t  

Merek  yang  dimi l i k i  o leh  Penggugat .  Oleh  

karena  i t u ,  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l ek t ua l  juga  t i dak  dapat  

melakukan  penghapusan  Ser t i f i k a t  Merek  

mi l i k  Penggugat  dar i  Ber i t a  Resmi  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

B.2  UPAYA HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT MEREK
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Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  68  ayat  (1 )  

UU No.  15/2001 ,  upaya  hukum  pembata lan  

atas  Ser t i f i k a t  Merek  mi l i k  Penggugat  

hanya  dapat  d i l akukan  oleh  pihak  yang  

berkepen t i ngan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pasa l  68  ayat  (1 )  UU  No.  15/2001  

se lengkapnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Gugatan  pembata lan  pendaf t a r an  Merek  

hanya  dapat  d ia j ukan  oleh  pihak  yang  

berkepen t i ngan  berdasarkan  a lasan  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  4,  Pasa l  

5  atau  Pasal  6  ”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Resmi  dar i  Pasa l  68  ayat  (1 )  

UU No.  15/2001  mengenai  def i n i s i  p ihak  

yang  berkepen t i ngan  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

“  yang  d imaksud  dengan  p ihak  yang  

berkepen t i ngan  anta ra  la i n :  jaksa ,  

yayasan/ l embaga  d i  b idang  konsumen  dan  
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maje l i s  /  lembaga  keagamaan  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  68  ayat  (1 )  

UU  No.  15/2001  dan  Penje lasannya ,  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  

In te l e k t ua l  bukan  te rmasuk  pihak  yang  

dapat  mengajukan  pembata lan  Ser t i f i k a t  

Merek  mi l i k  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dengan  mengacu  pada  se lu ruh  keten tuan  hukum 

sebaga imana  te lah  diu ra i kan  secara  lengkap  di  atas ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  sura t  tanggapan  te rhadap  

Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  191/HA/V/09  tangga l  

4   Mei   2009   (  Vide  Bukt i  P  –  4  ) .   Sura t  

tanggapan   te r sebu t  d ia j ukan  

dengan  harapan  agar  Di rek tu r  Merek  dapat  menyadar i  

keke l i r u annya  dalam  mengeluarkan  Sura t  Di rek tu r  

Merek .  Namun hingga  Gugatan  in i  d ia j ukan ,  Di rek tu r  

Merek  t i dak  menganul i r  Sura t  Di rek tu r  Merek  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Sura t  Di rek tu r  Merek  yang  menyatakan  “  seo lah  – 

olah  ”  merek                      “  BUDDHA – BAR ”  
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mi l i k  Penggugat  masih  da lam  proses  pendaf ta ran  

seh ingga  pendaf t a r annya  di to l a k  oleh  Di rek to ra t  

Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l e k t ua l  je l as  -  je l as  

ke l i r u  karena  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  merupakan  pemegang  Ser t i f i k a t  Merek  yang  

sah  karena  proses  atas  permohonan  pendaf ta ran  merek  

“  BUDDHA – BAR ”  sudah  se lesa i  dan sudah  dikabu l kan  

oleh  Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l e k t ua l  

send i r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

7.  Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  d i  atas ,  maka  je l as  

TERBUKTI  bahwa  Sura t  Di rek tu r  Merek  d ibua t  dengan  

melanggar  keten tuan  UU No.  15/2001  karena  Sura t  

Di rek tu r  Merek  te rsebu t  sama seka l i  t i dak  memi l i k i  

landasan  hukum dan  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  yang  

ada.  Oleh  karena  i t u ,  secara  hukum Sura t  Di rek tu r  

Merek  sudah  seharusnya  untuk  dinya takan  bata l  demi  

hukum atau  set i daknya  di ta r i k  dan  diba ta l kan  oleh  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. TERGUGAT  TELAH  MELANGGAR ASAS  KEPASTIAN  HUKUM 

DENGAN MENGELUARKAN SURAT DIREKTUR MEREK 

8.  Pro f .  Drs .  CST  Kans i l ,  SH dalam  bukunya  “Modu l  
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HUKUM ADMINISTRASI  NEGARA”  (  Penerb i t ,  Pradnya  

Parami ta ,  ha l  110  )  menyatakan  bahwa asas  kepast i an  

hukum berar t i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  s ikap  atau  keputusan  pe jaba t  admin is t r a s i  negara  

yang  manapun  t i dak  boleh  menimbulkan  kegoncangan  

hukum atau  sta tus  hukum ”   ;  -  

Sela in  i t u ,  penje l asan  Pasal  3  ayat  (1 )  Undang-

undang  No.  28  Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  

Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  

dan  Nepot i sme  ( “UU  No.  28/1999” )  menyatakan  :  

- - - - - -

“  Asas  Kepast i an  Hukum ada lah  asas  dalam  negara  

hukum  yang  mengutamakan  landasan  pera tu ran  

perundang- undangan,  kepatu tan  dan  kead i l an  dalam  

set i ap  keb i j akan  penye lenggara  negara  ”   ;  

- - - - - - - - -  

Jad i ,  seorang  pejaba t  ta ta  usaha  negara  dalam 

t i ndakannya  t i dak  boleh  melakukan  t i ndakan  yang  

sewenang  -  wenang  yang  dampaknya  dapat  menimbulkan  

kerug ian  kepada  orang  atau  badan  hukum yang  dengan  

i t i k ad  baik  te l ah  mempero leh  suatu  hak  yang  

dipe ro l eh  lewat  proses  yang  benar  dan  sah  sesua i  

keten tuan  pera tu ran  perundang  - undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tindakan  Tergugat  membata lkan  Ser t i f i k a t  Merek  
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TANPA mela lu i  suatu  proses  hukum yang  benar  ( due  

process  of  law )  ada lah  suatu  pelanggaran  yang  

ser ius  te rhadap  asas  Kepast i an  Hukum.  Keten tuan  UU 

No.  15/2001  sebaga imana  d iu ra i kan  di  atas  te lah  

secara  je l as  mengatur  bahwa  atas  suatu  ser t i f i k a t  

merek  yang  sudah  te rb i t  ( te rmasuk  Ser t i f i k a t  Merek  

mi l i k  Penggugat ) ,  Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  

In te l e k t ua l  hanya  dapat  mengajukan  upaya  

penghapusan  merek  dengan  syara t - syara t  yang  

l im i t a t i f .  Faktanya ,  se lu ruh  syara t - syara t  da lam 

penghapusan  Ser t i f i k a t  Merek  mi l i k  Penggugat  juga  

t i dak  te rpenuh i  seh ingga  Ser t i f i k a t  Merek  mi l i k  

Penggugat  harus  te tap  dinya takan  sah  dan  ber l aku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

VI . TERGUGAT  TELAH  MELANGGAR  ASAS  TERTIB 

PENYELENGGARAAN NEGARA

9.  Penje lasan  Pasal  3  ayat  (2 )  UU  No.  28/1999  

menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - -  

“  Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  ada lah  asas  

yang  menjad i  landasan  kete ra tu ran ,  keseras ian  dan  

kese imbangan  da lam  pengenda l i an  penye lenggaran  

negara  ”   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Fakta  bahwa  Tergugat  te l ah  mengeluarkan  Sura t  

Di rek tu r  Merek  yang  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  
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UU No.  15/2001  je l as  membukt i kan  bahwa  Tergugat  

te lah  beker j a  dengan  t i dak  ber landaskan  pada  asas  

kete ra tu r an ,  keseras ian  maupun  kese imbangan  dalam 

sebuah  proses  penye lenggaran  negara .  Hal  in i  

te rbuk t i  dar i  fak ta  bahwa  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l e k t ua l  berpend i r i a n  seo lah  -  o lah  

merek                “  BUDDHA – BAR ”  masih  dalam 

proses  pendaf ta ran .  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l ek t ua l  malahan  mengingkar i  Ser t i f i k a t  

Merek  yang  sudah  d i t e rb i t k annya  send i r i .  

Pelanggaran  ser i us  atas  asas  te r t i b  penye lenggaraan  

negara  o leh  Tergugat  in i  sangat  merug ikan  Penggugat  

dan  karena  i t u  Sura t  Di rek tu r  Merek  harus  

dinya takan  bata l  o leh  Pengad i l an  Tata  Usaha Negarab  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VI I . PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

10.  Meru juk  pada  keten tuan  Pasa l  67  UU No.  5/1986 ,  

Penggugat  dengan  in i  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  memutus  gugatan  ta ta  usaha  

negara  in i  untuk  dapat  mengeluarkan  Penetapan  

Penundaan  atas  keber l akuan  Sura t  Di rek tu r  Merek  

sampai  dengan  putusan  atas  perkara  in i  mempunyai  

kekuatan  hukum yang  te tap  ;  - - - - -

Permohonan  in i  kami  ajukan  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  67  ayat  (5 )  huru f  a  dan  b  UU No.  5/1986  

dimana d ia tu r  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“  Permohonan  penundaan  sebaga imana  dimaksud  dalam  

ayat  (2  )  :   - -

a.  dapat  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  

keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba t kan  kepent i ngan  penggugat  sangat  

d i rug i kan  j i ka  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  diguga t  i t u  te tap  d i l aksanakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

b.  t i dak  dapat  d ikabu l kan  apab i l a  kepent i ngan  

umum da lam  rangka  pembangunan  mengharuskan  

di l aksanakannya  keputusan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

11.  Relevans i  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba t kan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  

d i rug i kan  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  67  ayat  

(5 )  huru f  a  UU No.  5/1986  di  atas  dapat  kami  

ura i kan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a.  Dengan  adanya  Sura t  Di rek tu r  Merek  Penggugat  

menjad i  keh i l angan  per l i n dungan  hukum sebaga i  

p ihak  yang  sebenarnya  berhak  atas  merek  “  

BUDDHA –  BAR ”  berdasarkan  UU No.  15/2001  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Merek  “  BUDDHA – BAR ”  saat  in i  masih  d ipaka i  
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oleh  PT  Ni re ta  Vis ta  Creat i ve  berdasarkan  

Per jan j i a n  Lisens i  Merek  

(  Trademark  L icense  Agreement  )  te r t angga l  5 

Jun i  2006  (  Vide  Bukt i  P – 3 ) .  Dengan  adanya  

Sura t  Di rek tu r  Merek,  Penggugat  mender i t a  

kerug ian  mater i i l  maupun  immater i i l  yang  

sangat  besar  karena  te rganggunya  hubungan  

bisn i s  berdasarkan  Per jan j i a n  d imaksud.  Sela in  

i t u ,  apab i l a  Sura t  Di rek tu r  Merek  t i dak  

di t unda  keber l akuannya  maka  Penggugat  akan  

diguga t  secara  perda ta  oleh  PT  Ni re ta  Vis ta  

Creat i ve  karena  ke jad ian  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sehubungan  dengan  hal  te rsebu t ,  penetapan  penundaan  

atas  pelaksanaan  Sura t  Di rek tu r  Merek  t i dak  akan  

mengganggu  kepent i ngan  umum  dalam  rangka  

pembangunan  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  Pasa l  

67  ayat  (5 )  huru f  b  UU No.  5/1986 .  Faktanya  saat  

in i  t i dak  ada  rencana  dan/a tau  pelaksanaan  

pembangunan  apapun  yang  sedang  di rencanakan  

dan/a tau  d i l aksanakan  oleh  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  yang  memi l i k i  ka i t an  baik  secara  langsung  

maupun  t i dak  langsung  dengan  Sura t  Di rek tu r  Merek ,  

yang  akan  menyebabkan  te rganggunya  kepent i ngan  umum 

masyaraka t  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-

Berdasarkan  ura ian  -  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

ada lah  berdasarkan  hukum bag i  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  memutus  gugatan  ta ta  usaha  negara  in i  

untuk  te r l eb i h  dahu lu  mengeluarkan  penetapan  

penundaan  atas  pelaksanaan  Sura t  Di rek tu r  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI I I . KESIMPULAN PERKARA DAN TUNTUTAN PENGGUGAT

12. Berdasarkan  se lu ruh  argumen  dan  fak ta  yang  te l ah  

diu ra i kan  di  atas ,  te rbuk t i  bahwa  dengan  

mengeluarkan  Sura t  Di rek tu r  Merek  yang  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjad i  obyek  dar i  

gugatan  ta ta  usaha  negara  in i ,  Tergugat  te lah  

melanggar  :  - - - - - - - - - - - - - - -  

( i ) .  Pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  ya i t u  UU  No.  15/2001  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Asas  Kepast i an  Hukum  ;  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i i ) .  Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ,  yang  

merupakan                asas  -  asas   yang  

sangat    pent i ng   da lam  Asas  -  asas   Umum 
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Pemer in tahan  Yang  Baik .  Oleh  karena  i t u ,  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  53  ayat  (2 )  

huru f  (b )  UU No.  9/2004 ,  Gugatan  ta ta  usaha  

negara  yang  d ia jukan  oleh  Penggugat  in i  harus  

DIKABULKAN,  karena  Penggugat  mampu membukt i kan  

bahwa Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  d iguga t  

(ya i t u  pembata lan  Ser t i f i k a t  Merek  mi l i k  

Penggugat  mela lu i  Sura t  Di rek tu r  Merek)  ada lah  

suatu  Keputusan  yang  ber ten tangan  dengan  asas  

-  asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal  -  ha l  sebaga imana  diu ra i kan  di  atas ,  

Penggugat  mohon dengan  hormat  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  berkenan  memutuskan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN

1.  MENGABULKAN  permohonan  penetapan  penundaan  

pelaksanaan  atas  Sura t  Nomor  HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  

te r t angga l  15  Apr i l  2009  mengena i  Penar i kan  Kembal i  

Ser t i f i k a t  Pendaf ta ran  Merek  

“  BUDDHA –  BAR ”  IDM000189681  yang  di tanda tangan i  

o leh  Di rek tu r  Merek  dan  MENYATAKAN  menunda 

keber l akuannya  sampai  dengan  perkara  in i  memi l i k i  

keputusan  hukum  yang  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA
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1. MENGABULKAN  se lu ruh  Gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  MENYATAKAN  BATAL  atau  TIDAK  SAH  Sura t  Nomor  

HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  te r t angga l  15  Apr i l  2009  

mengenai  Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  Pendaf ta ran  

Merek  “  BUDDHA  –  BAR  ”  IDM000189681  yang  

di t anda tangan i  o leh  Di rek tu r  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

3.    MEMERINTAHKAN  Di rek tu r  Merek  pada  Di rek to ra t  

Jendera l   Hak  Kekayaan  In te l e k t ua l ,  Depar temen  

Hukum  dan  Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  Indones ia  

untuk  mencabut  Sura t  Nomor  HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  

te r t angga l  15  Apr i l  2009  yang  di tanda tangan i  o leh  

Di rek tu r  Merek  mengenai  Penar i kan  Kembal i  

Ser t i f i k a t  Pendaf ta ran  Merek  “BUDDHA-BAR” 

IDM000189681;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  MENGHUKUM dan  MEWAJIBKAN  Tergugat  apab i l a  t i dak  

bersed ia  melaksanakan  putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum  yang  te tap  untuk  

dikenakan  upaya  paksa  berupa  pembayaran  uang  paksa  

sebesar  Rp.  1.000 .000  (  satu  ju t a  rup iah  )  untuk  

set i ap  har i  kete r l ambatan  dalam pe laksanaan  putusan  

te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -
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5.       MENGHUKUM  Terguga t  untuk  membayar  biaya  

perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pihak  Tergugat  atas  Pokok  Perkara  

Gugatan  Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  te l ah  

menggunakan  haknya  menanggap i  dengan  mengajukan   JAWABAN 

pada  tangga l  3  Agustus  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat  Kabur

1. Bahwa  apab i l a  dice rmat i  da l i l - da l i l  hukum  dalam 

pos i t a  gugatan  penggugat ,  d imana  secara  hukum 

penggugat  t i dak  dapat  mengura i kan  secara  je l as  dan  

tegas  kebera tan  hukum penggugat  te rhadap  te rb i t n ya  

sura t  Di rek tu r  Merek  No.  HKI .4 .H I . 06 .03 - 68/2009  

tangga l  15  Apr i l  2009  per iha l  penar i kan  kembal i  

ser t i f i k a t  merek  “  Buddha   Bar   “  daf ta r  Nomor  :  

IDM000189681.  Penggugat  harus  dapat  

mengura i kan  kerug ian  perda ta  yang  t imbu l  te rhadap  

penggugat  dengan  te rb i t n ya  sura t  Di rek tu r  Merek  

te rsebu t  (  Vide  Pasa l  53  UU No.  9  Tahun  20014  

ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5 tahun  1986 )  ;  -  

Dimana  da lam pos i t a  gugatan  penggugat  secara  tegas  
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penggugat  t i dak  dapat  mengura i kannya  seh ingga  

secara  hukum penggugat  dalam sengketa  sekarang  in i  

t i dak  berkapas i t a s  mengajukan  gugatan ;  

2. Bahwa  se lan ju t nya  apab i l a  dice rmat i  da l i l - da l i l  

hukum gugatan  penggugat ,  da l i l - da l i l  penggugat  satu  

sama  la i nnya  sa l i ng  kont rad i k s i ,  d isa tu  s is i  

penggugat  kebera tan  dengan  sura t  Di rek tu r  Merek  

yang  menuru t  penggugat ,  Sura t  Merek  Di rek tu r  

te rsebu t  seakan- akan  mengind i kas i kan  bahwa 

permin taan  pendaf ta ran  merek  Buddha  Bar  atas  nama 

Penggugat  te rsebu t  d i to l a k  seh ingga  ada  penun jukan  

upaya  hukum  ke  Komis i  Banding  Merek  (  Si fa t  

kebera tan  ada lah  te rhadap  fo rmat  sura t  ) .  Kebera tan  

te rsebu t  ada lah  je l as  mengada- ada  karena  fo rmat  

sura t  Di rek tu r  Merek  yang  sedemik ian  t i dak  dapat  

menimbulkan  kerug ian  perda ta  te rhadap  penggugat  

seh ingga  sesua i  keten tuan  Pasa l  53  UU No.  9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5 tahun  1986  hal  

te rsebu t  juga  t i dak  dapat  d i j ad i kan  a lasan  hukum 

untuk  mengajukan  gugatan .  Sehingga  secara  hukum 

alasan- a lasan  hukum  gugatan  penggugat  pada  masa 

sekarang  in i  t i dak  dapat  d ikwa l i f i k a s i  sebaga i  

perbua tan  pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  undang  –  undang   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa  benar  te rguga t  pada  tangga l  15  Apr i l  2009  
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te lah  melakukan  penar i kan  ser t i f i k a t  merek  “  Buddha  

Bar  ”  daf ta r  No.  IDM000189681  dengan  sura t  Di rek tu r  

Merek  No.  HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009 ,  dengan  alasan  

hukum ser t i f i k a t  merek  “  Buddha  Bar  “  daf ta r  No.  

IDM000189681  seharusnya  t i dak  dapat  d ida f t a r  karena  

ber ten tangan  dengan  mora l i t a s  dan  kete r t i b an  umum 

sebaga i  mana dia tu r  da lam keten tuan  Pasa l  5 huru f  a 

Undang  -  Undang  No.  15  Tahun  2001  ten tang  Merek.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa se lan ju t nya  penggugat  mela lu i  gugatannya  pada  

masa  sekarang  in i  kebera tan  dengan  sura t - sura t  

Di rek tu r  Merek  No.  HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  tangga l  

15  Apr i l  2009  dengan  alasan  hukum  keputusan  

Tergugat  untuk  menar i k  kembal i  ser t i f i k a t  merek  “  

Buddha  Bar  “  daf ta r  No.  IDM000189681  te rsebu t  te l ah  

melanggar  keten tuan  Undang  -  Undang  No.  15  Tahun  

2001 Tentang  Merek  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Apabi l a  dice rmat i  da l i l  -  da l i l  hukum  pos i t a  

gugatan  penggugat ,  penggugat  berkebera tan  te rhadap  

sura t  Di rek tu r  Merek  atas  penar i kan  kembal i  

ser t i f i k a t  merek  atas  nama penggugat ,  d imana  secara  

hukum  penggugat  beranggapan  bahwa  Di rek tu r  Merek  

t i dak  d i  ber i kan  kewenangan  oleh  Undang  -  undang  

dib i dang  merek  untuk  melakukan  penar i kan  kembal i  

te rhadap  ser t i f i k a t  merek  yang  te l ah  di te rb i t k an ,  

dengan  demik ian  persoa lan  hukum  yang  ada  pada  

sengketa  sekarang  in i  adalah ,  apakah  Tergugat  
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dapat  melakukan  perbua tan  hukum berupa  pernar i kan  

kembal i  te rhadap  ser t i f i k a t  merek  yang  te lah  

di t e rb i t k an ,  d imana  secara  hukum  te r t en tu  hukum 

pos i t i p                 (  Undang  -  Undang  No.  15  

Tahun  2001  ten tang  Merek  )  t i dak  ada  mengatu r  /  

member ikan  kewenangan  yang  sedemik ian  kepada  

te rguga t  untuk  dapat  melakukan  perbua tan  berupa  

penar i kan  kembal i  ser t i f i k a t  merek  yang  te l ah  

di t e rb i t k an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Anggapan  dan  alasan  hukum  pos i t a  penggugat  yang  

mendasarkan  kebera tan  te rhadap  perbua tan  hukum yang  

di l akukan  oleh  pejaba t  atau  badan  ta ta  usaha  negara  

demi  kepas t i an  hukum  menginga t  negara  Indones ia  

negara  hukum harus  se la l u  mengacu  kepada  ka idah-

ka idah  hukum  pos i t i p  ada lah  merupakan  penafs i r an  

yang  sempi t  dar i  penggugat  da lam 

mengin te rp res t as i k an  konsep  negara  hukum.  Hukum 

pos i t i p  ada lah  merupakan  imp lementas i  dan  

kond i f i k a s i  /  h impunan  dar i  suatu  ka idah  dan  norma 

-  norma  hukum  yang  ber laku  dimasyaraka t  pada  

awalnya  t i dak  bers i f a t  te r t u l i s  dapat  berupa  

keb iasaan  (  Costom  ) ,  jad i  secara  hukum roh  dar i  

hukum  pos i t i f  i t u  send i r i  ada lah  ka idah- ka idah  

hukum atau  norma  -  norma  hukum yang  jus t r u  d iga l i  
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dar i  ta tanan  hidup  bermasyaraka t  ;  - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa se lan ju t nya  dalam  keten tuan  Pasa l  53  ayat  2 

huru f  b  Undang  -  Undang  No.  9  tahun  2004  ten tang  

perubahan  atas  Undang  -  Undang  No.  5  tahun  1986  

penga juan  gugatan  yang  bers i f a t  ta ta  usaha  negara  

ada lah  juga  dapat  mengacu  kepada  keten tuan  apakah  

perbua tan  pe jaba t  atau  badan  ta ta  usaha  negara  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik .  Azas  -  azas  umum 

Pemer in tahan  yang  baik  ada lah  merupakan  ka idah  -  

ka idah  hukum yang  te r t u l i s ,  dengan  demik ian  dengan  

dapat  d i j ad i kannya  dasar  gugatan  azas  te rsebu t  

karena  scara  hukum dapat  d imungk inkan  pe jaba t  ta ta  

usaha  negara  atau  badan  ta ta  usaha  negara  

menerb i t kan  suatu  keputusan  t i dak  semata- mata  

mendasarkan  kepada  ka idah  hukum  pos i t i p  sa ja ,  

apa lag i  penerb i t an  keputusan  te rsebu t  da lam  konsep  

untuk  kepent i ngan  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Selan ju t nya  apab i l a  dika i t k an  dengan  sengke ta  

sekarang  in i  apakah  pejaba t  ta ta  usaha  negara  

(  Di rek tu r  Merek  )  d ida lam  menja lankan  fungs inya  

dan  kewenangan,  menginga t  eks is t ens i nya  sebaga i  

pe jaba t  ta ta  usaha  negara  da lam  menja lankan  tugas  

dan  fungs i  pemer in tahannya  ada lah  t i dak  semata- mata  
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berpedoman  kepada  keten tuan  Undang  -  undang 

dib idang  merek  sa ja ,  akan  te tap i  juga  mengacu  

kepada  ka idah- ka idah  hukum berupa  keten tuan  hukum 

pos i t i p  yang  te rdapa t  da lam  keten tuan  Undang  -  

Undang  No.  5  tahun  1986  ten tang  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jo  Undang  -  Undang  No.  9  tahun  2004  

ten tang  perubahan  Undang -  Undang No.  5 Tahun  2006,  

dengan  demik ian  kebera tan  penggugat  atas  Sura t  

Di rek tu r  Merek  yang  hanya  mengacu  kepada  keten tuan  

hukum  dib idang  merek  adalah  dimana  kebera tan  

te rsebu t  ada lah  hanya  bagian  kec i l  dar i  tugas  

pemer in tahan  yang  lah i r  dar i  pende legas ian  

kewenangan  yakn i  mencip takan  /mewujudkan  suatau  

kese jah t r aan  rakya t  (  Fr ies  Ermessen  )  dapat  berupa  

kete r t i b an  umum,  dengan  demik ian  se la i n  mengacu  

kepada  keten tuan  hukum  dib i dang  merek  (  sebaga i  

tugas  khusus  ) ,  Di rek tu r  Merek  juga  di  da lam 

menja lankan  fungs i  dan  tugasnya  akan  se la l u  mengacu  

kepada  keten tuan  la i n  te rmasuk  ka idah- ka idah  hukum 

t i dak  te r t u l i s  yang  diaku i  dengan  te rdapa t  /d i anu t  

da lam Undang  -  Undang  No.  5 tahun  1986  Jo  Undang  -  

Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang – Undang No.  5 tahun  1986 yakn i   azas  -  azas  

hukum  pemerintahan  yang  baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Konsep  azas  -  azas  Umum Pemer in tahan  yang  baik  

merupakan  norma- norma  t i dak  te re tu l i s  yang  benar  -  
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benar  ada dan benar  -  benar  

hidup  yang  berada  d ian ta r  norma- norma  yur id i s  

(  hukum )  dan  et i ka                (  mora l  /  

kepatu tan  )  yang  mempedomani  para  badan  atau  

pejaba t  ta ta  usaha  negara  pada  waktu  menja lankan  

fungs i  pemer in tahannya ,  azas  -  azas  in i  merupakan  

pedoman  arah  bag i  Badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  

negara  dalam menemukan dan  menentukan  hukum dida lam  

menja lankan  fungs i  pemer in tahannya ,  Azas  -  azas  in i  

merupakan  pedoman arah  bag i  badan  atau  pe jaba t  ta ta  

usaha  negara  dalam  menemukan  dan  menentukan  hukum 

di  da lam  menja lankan  fungs inya ,  se lan ju t nya  

menginga t  Di rek tu r  Merek  dida lam  menerb i t kan  Sura t  

No.  HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  tangga l  15  Apr i l  2009  

berupa  berupa  penar i kan  kembal i  ser t i f i k a t  merek  “  

Buddha  Bar  “  ada lah  dalam  menja lankan  fungs i  

pemer in tahannya ,  d imana  dengan  te rda f t a r nya  merek  “  

Budha  Bar  “  te rsebu t  te l ah  menimbulkan  keresahan  

pada  masyaraka t .  Maka menginga t  fungs i  pemer in tahan  

te rsebu t l ah  demi  mewujudkan  kete r t i b an  umum 

Di rek tu r  Merek  harus  melakukan  pener i kan  kembal i  

te rhadap  set i f i k a t  merek  penggugat .  Dan se lan ju t nya  

apakah  perbua tan  pejaba t  ta ta  usaha  negara  berupa  

perbua tan  ple id  (  keb i j a ksanaan  )  demi  kepent i ngan  

umum  te rsebu t  dapat  d ianggap  te l ah  merug ikan  

40
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penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Apabi l a  dice rmat i  beberapa  azas  yang  bers i f a t  

fo rma l  d ida lam  Azas  - azas  umum pemer in tahan  yang  

baik  yakn i  azas  penye lenggaraan  Kepent i ngan  Umum 

(  Pr inc i p l e  of  Publ i k  Serv i ce  ) ,  d imana  menuru t  

azas  in i  penge luaran  suatu  keputusan  hendak lah  

merupakan  pe layanan  bag i  kepent i ngan  umum. 

Keputusan  Di rek tu r  Merek  berupa  sura t   Nomor   :  

HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009 ,  tangga l  15  Apr i l  2009  

berupa  

penar i kan  kembal i  ser t i f i k a t  merek  “  Buddha  Bar  “  

atas  nama penggugat  adalah  da lam  rangka  penegakan  

dan  pelayanan  bag i  kepent i nagn  umum.  Penar i kan  

ser t i f i k a t  merek  yang  bersangku tan  d i l akukan  

sehubungan  dengan  adanya  kebera tan  dar i  h impunan  

umat  Buddha  yang  te rh impun  dalam  fo rum  ant i  “  

Buddha  Bar  “  yang  sangat  kebera tan  nama agama atau  

ornamen  yang  berka i t an  dengan  agama  Buddha  

di j ad i kan  sebaga i  merek  untuk  jen i s  jasa  berupa  

bar .  Jad i  penar i kan  kembal i  merek  “  Buddha  Bar  “  

atas  nama  penggugat  adalah  konsep  pemer in tah  

dida lam  menja lankan  fungs i  pemer in tahannya  dida lam  

mewujudkan  kese jah te raan  rakya t  berupa  kete r t i b an  

umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Selan ju t nya  azas  mot ivas i   (  Per inc i p l e  of  

Mot iva t i o n  )  juga  re levan  untuk  dikedepankan  dalam 

keputusan  Di rek tu r  Merek  yang  menar i k  kembal i  

ser t i f i k a t  merek  “  Buddha  Bar  “  dengan  Sura t  

Di rek tu r  Merek   no.  HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  tangga l  

15  Apr i l  2009,  bahwa menuru t  azas  in i  pe jaba t  ta ta  

usaha  negara  yang  mengeluarkan  suatu  keputusan  

harus  member ikan  mot ivas i  yang  je l as  ten tang  

keputusan  te rsebu t .  Mot ivas i  te r sebu t  harus  je l as  

dan di  menger t i  o leh  umum dan adi l .  Untuk  i t u  suatu  

keputusan  harus  dibe r i  per t imbangan  yang  cukup  dan  

dibe r i  dasar  hukum  dike lua rkannya  keputusan  

te rsebu t  seh ingga  masyaraka t  menger t i  a lasan  -  

a lasan  hukum  dike lua rkannya  keputusan  te rsebu t .  

Per t imbangan  hukum  di te r t i b k annya  Sura t  Di rek tu r  

Merek  da lam  berupa  penar i kan  kembal i  ser t i f i k a t  

merek  “  Buddha  Bar  “   atas  nama  penggugat  

sebaga imana  te rdapa t  da lam  Sura t   Di rek tu r   Merek  

te rsebu t   adalah   karena   te rnya ta   pendaf ta ran  

merek   “  Buddha Bar  “   atas  nama penggugat  te r sebu t  

ber ten tangan  dengan  melanggar  kete r t i b an  umum 

sebaga imana  dia tu r  keten tuan  Pasa l  5 huru f  a Undang  

-  Undang  No.  15  Tahun  2001  ten tang  merek .  Jad i  

Perbuatan  Di rek tu r  Merek  da lam  mener t i b kan  
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keputusan  sudah  je l as  mot ivas i nya  dan  juga  untuk  

menycerminkan  rasa  kead i l an  bag i  masyaraka t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Pendekatan  berupa  azas  kecermatan  sudah  di l akukan  

dalam  penerb i t an  keputusan ,  bahwa  badan  atau  

pejaba t  ta ta  usaha  negara  harus  te r l eb i h  dahu lu  

menel i t i  keputusan  -  keputusan  apa  yang  per lu  

dike lua rkan  untuk  mengatas i  suatu  keadaan.  Pada 

saat  d i te r b i t k annya  ser t i f i k a t  mereka   Buddha  Bar  

untuk  jen i s  jasa  ant ra  la i n  bar  te rsebu t  te rnya ta  

te l ah  menimbulkan  suatu  keadaan  berupa  keresahan  

pada  masyaraka t  khususnya  masnyaraka t  agama Buddha  

dan  anta ra  agama  Buddha  dengan  pemer in tahan .  Dan 

se lan ju t nya  untuk  mengatas i  keadaan  te rsebu t  juga  

memper t imbangkan  sura t  dar i  Depar temen  Agama 

te r t angga l  6  Apr i l  2009  yang  pada  pr ins i pnya  agar  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  untuk  

dapat  memper t imbangkan  pencabutan  ser t i f i k a t  merek  

Buddha  Bar .  Dengan  demik ian  keputusan  Di rek tu r  

Merek  untuk  melakukan  penar i kan  kembal i  ser t i f i k a t  

mereka  Buddha  Bar  atas  nama penggugat  adalah  juga  

merupakan  t i ndakan  pemer in tah  dalam  menja lankan  

fungs i  pemer in tahannya  dengan  cermat  untuk  

mengatas i  suatu  keadaan  ;  - - -

13. Dalam  kerangka  penegakan  azas  -  azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  per lu  juga  dikedepankan  

pendapat  hukum dar i  Prof .  Dr .  Sol l y  Lub is  SH.  Yang 
Halaman 43 dar i 49  halaman Putusan  Nomor   :  
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diku t i p  dar i  pendapat  Pro f .  Cr ience  le  Roy,  d imana  

azas  -  azas   umum  pemer in tah  yang  ba ik  era t  

ka i t annya  dengan azas  

kepast i an  hukum,  dimana  suatu  keputusan  pejaba t  

ta ta  usaha  da lam  hal  in i  berupa  menerb i t kan  

ser t i f i k a t  merek  Buddha  Bar  atas  nama  penggugat  

t i dak  dapat  beg i t u  sa ja  di l akukan  penar i kan  oleh  

Di rek tu r  Merek .  Akan  te tap i  leb ih  lan ju t  

d isampaikan  pencabutan  (  penar i kan  kembal i  )  

d i l akukan  ser t i f i k a t  merek  Buddha  Bar  dapat  

d i l akukan  oleh  Di rek tu r  Merek  se laku  Pejaba t  ta ta  

usaha  negara  menginga t  ser t i f i k a t  pendaf t a r an  merek  

Buddha  Bar  atas  nama penggugat  di te r b i t k an  adalah  

karena  suatu  ke la l a i an ,  d imana  ke la l a i an  te rsebu t  

ada lah  berupa  seharusnya  pendaf ta r an  merek  Buddha  

Bar  te rsebu t  t i dak  dapat  d ida f t a r  karena  

ber ten tangan  dengan  kete r t i b an  umum  sebaga imana  

dia tu r  da lam  keten tuan  pasa l  5  huru f  a  Undang  -  

Undang  No.  15  tahun  2001  ten tang  merek .  Dengan  

demik ian  walaupun  dalam  Undang  -  undang  dib i dang  

merek  t i dak  dia tu r  per i ha l  kewenangan  untuk  

mencabut  atau  melakukan  penar i kan  kembal i  atas  

keputusan  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  akan  

te tap i  mengacu  azas  te rsebu t  d ia tas  sepan jang  

dike temukan  ada  ke la l a i an  dalam  menerb i t kan  

ser t i f i k a t  mereka  te rsebu t  dapat  d i l akukan  t i dakan  

hukum  berupa  pencabutan /penar i kan  secara  sep ihak  
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te rhadap  keputusan  pejaba t   ta ta  usaha  negara  yang  

te lah  di te rb i t k an  ;  - - - - - - - - - - -

Per iha l  Permohonan Penundaan Pelaksana  Keputusan  Pejabat  

Tata  Usaha Negara

14. Bahwa  benar  sesua i  keten tuan  Pasal  67  ayat  1  Jo  

ayat  4  huru f  a  Undang  -  Undang  No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dapat  

d imohonkan  oleh  pihak  -  p ihak  yang  berkebera tan  

atas  keputusan  Pejaba t  ta ta  usaha  negara  te rsebu t  

karena  akan  mengak iba t kan  kerug ian  apab i l a  

keputusan  te rsebu t  te tap  di l aksanakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa se lan ju t nya  sebaga i  mana diu ra i kan  pada angka  

1  dan  2  jawaban  Tergugat  te rsebu t  d ia tas  bahwa 

penggugat  da lam  sengketa  sekarang  secara  tegas  

t i dak  dapat  mengura i kan  kebera tan  berupa  kerug ian  

perda ta  dar i  penggugat  da lam  pos i t a  gugatannya  

seh ingga  secara  hukum  t i dak  ada  alasan  kepada  

penggugat  untuk  meminta  penundaan  pelaksanaan  

putusan  ser ta  t i dak  ada  juga  alasan  hukum  bag i  

maj l i s  hak im  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  

untuk  mengabu lkan  permohonan  penundaan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  se lan ju t nya  maj l i s  hak im  agar  k i ranya  

berkenan  untuk  menolak  permohonan  penundaan  
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pelaksanaan  putusan  Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  

HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  tangga l  15  Apr i l  2009  dar i  

penggugat ,  d imana  sesua i  keten tuan  Pasa l  67  ayat  4 

huru f  b,  permohonan  penundaan  t i dak  dapat  

d ikabu l kan  apab i l a  untuk  kepent i ngan  umum.  Sura t  

Di rek tu r  Merek  te rsebu t  pada  per ins i pnya  

di t e rb i t k an  karena  secara  nyata  -  nyata  permin taan  

pendaf ta r an  dan  te rb i t n ya  ser t i f i k a t  merek  Buddha  

Bar  te rsebu t   ber ten tangan  dengan  mora l i t a s  agama 

dan  kete r t i b an  umum (  Pasal  5   huru f  a  Undang  -  

Undang  No.  15  tahun  2001  ten tang  Merek  ) ,  dengan  

demik ian  te rb i t n ya  Sura t  Di rek tu r  Merek  te rsebu t  

ada lah  dalam  kerangka  mencip takan  keten t r aman  

te rhadap  masyaraka t  umum  khususnya  te rhadap  

masyaraka t  Buddha  dan  juga  untuk  memperba ik i  

hubungan  pemer in tah  dengan  masnyaraka t   Buddha,  

dimana   ha l   te rsebu t   je l as   menunjukan  fungs i  

Di rek tu r   Merek   sebaga i   fungs i   da lam 

melaksanakan  pemer in tahan .   Maka  menginga t   Sura t  

Di rek tu r   Merek                      te rsebu t  

d i t e rb i t k an  demi   kepent i ngan   umum,   maka  mohon 

k i ranya  

berkenan  maje l i s  hak im  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

sengketa  berkenan  menolak  permohonan  penundaan  

te rsebu t  demi  te rc i p t anya  keten t r aman  dan  
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kete r t i b an  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan  -  a lasan  hukum  te rsebu t  

d ia tas ,  te rguga t  mohon  kepada  Maje l i s  hak im  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  berkenan  memutus  

perkara  in i  dengan  amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam eksepsi

- Menyatakan  gugatan  penggugat  kabur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  gugatan  penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  

;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok perkara

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  

HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  tangga l  15  Apr i l  2009  

t i dak  ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum yang  

ber l aku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  Sura t  Di rek tu r  Merek  t i dak  

ber ten tangan  dengan  azas  -  azas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te rsebu t  
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Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl iknya  pada  tangga l  12 

Agustus  2009  dan  atas  Repl i k  Penggugat ,  p ihak  Tergugat  

untuk  kesempatan  te rsebu t  te lah  menggunakan  haknya  

menyampaikan  tanggapannya  dengan  mengajukan  Dupl ik  

tangga l  19  Agustus  2009 ,   yang  pada  pokoknya  masing  – 

masing  te tap  pada  da l i l  gugatan  maupun dal i l  Jawabannya,  

yang  untuk  mempers ingka t  ura ian   putusan  t i dak  

dimasukkan  da lam  putusan  in i ,  akan  te tap i  d ianggap  

merupakan  bag ian  dar i  Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dat i l  -  da l i l  

gugatannya  Penggugat   d ipe rs i dangan   te l ah   mengajukan  

bukt i  -  bukt i   berupa   fo to  copy  sura t  yang  dibe r i  tanda  

P -  1 sampai  dengan  P -  11,  yang  bermate ra i  cukup  dan 

oleh  Maje l i s  Hakim  te lah  dicocokkan  dengan  bukt i  

as l i nya ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- 1 dan  P- 2 :  Sura t  Pemintaan  Pendaf ta ran  

Merek  Nomor  :    Agenda 

J002007023279  yang  dia jukan  oleh  

Penggugat  pada  tangga l  17  Ju l i  

2007  dan  di te r ima  o leh  Tergugat  

pada tangga l                   18  

Ju l i  2007.  (  Foto  Copy  Sesua i  

Dengan  Asl i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -

3.  Bukt i  P -  3.  a : Keputusan  Di rek tu r  Merek  pada  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  

In te l e k t ua l  Depar temen  Hukum dan 

Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  HKI .4 .H I . 06 . 03 -

68/2009  te r t angga l  15  Apr i l  2009  

per iha l  :  Penar i kan  Kembal i  

Ser t i f i k a t  Pendaf ta ran  Merek  

“ BUDDHA-BAR”  IDM000189681.  

(  Foto  Copy Sesuai  Dengan Asl i nya  

)  ;  - - - - - - - -

Bukt i  P-  3.  b :  Per jan j i a n  Lisens i  Merek  

( Trademark  License  Agreement )  

te r t angga l  5  Jun i  2006  yang  

dibua t  o leh  dan  anta ra  Penggugat  

dan  PT  Ni re ta  Vis ta  Creat i ve .  

(  Foto  Copy Sesuai  Dengan Asl i nya  

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4.  Bukt i  P -  4 :  Sura t  Penggugat  No.  191/HA/V/09  

tangga l        4  Mei  2009  yang  

di tu j ukan  kepada  Tergugat  sebaga i  

tanggapan  atas  Sura t  Di rek tu r  
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Merek  yang  menjad i  ob jek  Gugatan  

a quo.               (  Foto  Copy 

dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  P -  5 :  Sura t  Tergugat  No.  

HKI .4 .H I . 06 . 01 - 89  te r t angga l  8 

Mei  2009  Per iha l :  Penje lasan  

te rhadap  Penar i kan  Kembal i  

Ser t i f i k a t  Merek  “BUDDHA BAR”.  

(  Foto  Copy Sesua i  Dengan Asl i nya  

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

6.  Bukt i  P -  6.  a dan : Halaman  16  dar i  Buku  “  

Modul  HUKUM ADMINISTRASI  NEGARA ”  

(  Foto  Copy Sesua i  Dengan Asl i nya  

)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 6.  b Halaman  110 dar i  Buku  “  

Modul  HUKUM ADMINISTRASI  NEGARA 

” ,  Penerb i t  Pradnya  Parami ta ,  

Penul i s  Pro f .  Drs .  CST Kans i l ,  

SH.  (  Foto  Copy  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i  P -  7 : Halaman  152  -  156  dar i  Buku 

Penganta r  Hukum  Admins i t r a s i  

Negara ,  Penerb i t  Gadjah  Mada 
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Univers i t y  Press ,  Penul i s  Pro f .  

Dr .  Phi l i p us  M. Hadjon ,  SH,  Prof .  

Dr .  R.  Sr i  Soemant r i  

Martosoewign jo ,  SH,  Pro f .  Dr .  

Sjachran  Basah,  SH,  Prof .  Dr .  

Bagi r  Manan,  SH,  MCL,  H.M. ,  La ica  

Marzuk i ,  SH,  Pro f .  Dr  J .B .J .M.  

Ten  berge ,  Prof .  Dr .  P.J .J .  Van 

Buuren ,  Pro f .  Dr .  F.A.M.  St ro i nk .  

(  Foto  Copy Sesua i  Dengan Asl i nya  

)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Bukt i  P -  8 :  Tul i san  i lm iah  dengan  judu l :  

“Penya lahgunaan  Disk res i  Pada 

Kebi j akan  Mobi l  Nasiona l ”  yang  

di tu l i s  o leh  .  (  Pr in t  Out  dar i  

In t r e r ne t  )  ; -  

9.  Bukt i  P -  9 :  Ser t i f i k a t  Merek  te r t angga l  16 

Januar i  2009  yang  di te r b i t k an  

oleh  Terguga t  untuk  merek  

“BUDDHA-BAR”  kepada  Penggugat  

mela lu i  kuasa  hukumnya  d i  

Indones ia ,  ya i t u  Ibu  Helena  

Adnan,  SH.  (  Foto  Copy  dar i  Foto  

Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  P -  10.  a : Regis t r as i  Perusahaan  atas  

nama  Penggugat  di  Peranc is  
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te r t angga l  

12 Oktober  2008.  (  Foto  Copy dar i  

Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  10.  b :  Sura t  Kuasa  te r t angga l  12 

Ju l i  2007  dar i  Penggugat  kepada  

kuasa  hukumnya  di  Indones ia ,  

ya i t u  Ibu  Helena  Adnan,  SH,  

sehubungan  dengan  pendaf ta r an  

merek  “BUDDHA-BAR”  di  Indones ia .  

(  Foto  Copy  dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

11.  Bukt i  P -  11.  a : Sura t  No.  

DJ.VI / 2 /BA .00 /212 /2009  te r t angga l  

18  Maret  2009  yang  dibua t  o leh  

Depar temen  Agama  dan  di tu j ukan  

kepada  Penggugat  per iha l :  

Perubahan  Merek  “BUDDHA-BAR”.  

(  Foto  Copy  dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 11.  b : Sura t  Penggugat  te r t angga l  7 

Apr i l  2009  kepada  Depar temen  

Agama.  (  Foto  Copy dar i  Foto  Copy 

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dat i l  -  da l i l  

gugatannya  Penggugat   d ipe rs i dangan   te l ah   mengajukan  

bukt i  -  bukt i   berupa   fo to  copy  sura t  yang  dibe r i  tanda  

T -  1 sampai  dengan  T -  9,  yang  bermate ra i  cukup  dan 

oleh  Maje l i s  Hakim  te lah  dicocokkan  dengan  bukt i  

as l i nya ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T -  1 :  Sura t  Di rek tu r  Merek  Nomor  :  

HKI .4 .H I . 06 . 03 - 68/2009  te r t angga l  

15 Apr i l  2009 per iha l  :  Penar i kan  

Kembal i  Ser t i f i k a t  Pendaf ta ran  

Merek  “  BUDDHA –  BAR  ”  daf ta r  

Nomor  :  IDM000189681 .  (  Foto  Copy 

dar i  Foto  Copyt  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2.  Bukt i  T -  2 : Ser t i f i k a t  Merek  “  BUDDHA – BAR ”  

daf ta r  Nomor  :  IDM000189681 .  

(  Foto  Copy Sesuai  Dengan Asl i nya  

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3.  Bukt i  T -  3 :  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l ek t ua l  Nomor  :  

HKI .UM.01.01 - 15/2009  te r t angga l  

15  Apr i l  2009  per iha l  t i ndak  

lan ju t  mengenai  merek  Buddha Bar .  
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(  Foto  Copy Sesuai  Dengan Asl i nya  

)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  T -  4 :  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Bimbingan  

Masyaraka t  Budha  Nomor  :  DJ.  

VI /2 /BA .00 /271 /2009  te r t angga l  6 

Apr i l  2009  per iha l  Ser t i f i k a t  

Merek  Buddha Bar .                (  

Foto  Copy Sesua i  Dengan Asl i nya  )  

;  - - - - - - - -

5.  Bukt i  T -  5 :  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  

Bimbingan  Masyaraka t  Budha 

Nomor  :  DJ.  VI /2 /BA .00 /202 /2009  

te r t angga l  12  Maret  2009  per iha l  

ten tang  Buddha  Bar .  (  Foto  Copy 

dar i  Fax  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6.  Bukt i  T -  6 : Sura t  Pernya taan  Sikap  Forum Ant i  

Buddha Bar  te r t angga l  23 Pebruar i  

2009.  (  Foto  Copy  dar i  Foto  Copy 

)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i  T -  7 :  Sura t  berupa  Pet i s i  Umat  Buddha  

Indones ia  mengenai  Penolakan  

merek  Buddha  Bar  dar i  Forum Ant i  
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Buddha Bar .  (  Foto  Copy dar i  Foto  

Copy   )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

8.  Bukt i  T -  8 :  Sura t  dar i  Forum Ant i  Buddha  Bar  

Nomor  :  02/FABB/03 /09  tangga l  2 

Maret  2009.  (  Foto  Copy  Sesua i  

Dengan  Asl i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  T -  9 : Sura t  Di rek tu r  Merek  Nomor  :  

HKI .4 .H I . 06 . 01 - 89  te r t angga l  8 

Mei  2009  per iha l  :  ten tang  

Penje lasan  te rhadap  Penar i kan  

Kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  “  BUDDHA 

–  BAR  ”  yang  di tu j u kan  kepada  

Sdr .  Helena  Adna,  SH. ,  AKHH 

Lawyer .                  (  Foto  

Copy  Sesua i  Dengan  Asl i nya  )  ;  

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya  para  pihak  yang  

berperka ra  te lah  diber i  kesempatan  untuk  mengajukan  

Kesimpulan  -  Kes impulannya ,  untuk  kesempatan  i t u  pihak  

Penggugat  dan  pihak  Tergugat  menyerahkan  Kesimpulan  

masing  –  masing  pada  tangga l  26  Agustus  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  pihak  menyatakan  t i dak  
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mengajukan  apa  -  apa  lag i  da lam  perkara  in i  dan  sega la  

sesuatu  yang  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  pers idangan  

harus lah  dianggap  te l ah  te rcan tum  dalam  putusan  in i ,  

se lan ju t nya  Para  Pihak  yang  berperka ra  mohon  Putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  Pihak  Tergugat   te l ah  mengajukan  ekseps i  

sebaga imana  te rmuat  da lam  Sura t  Jawaban  te r t angga l   3  

Agustus   2009    yang  pada  pokoknya  Tergugat  menyatakan ,  

Gugatan  Penggugat  t i dak  Je las  atau  Kabur ,  karena  t i dak  

dapat  mengura i kan  secara  je l as  kebera tan  hukum Penggugat  

te rhadap  te rb i t n ya  Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  

HKI .04 .H I . 06 .03 - 68/2009  tangga l  15  Apr i l  2009  per iha l  

Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  “Buddha  Bar”  daf ta r  

No.  IDM 000189681.  Dan dal i l  gugatan  Penggugat  satu  sama 

la i n  ber ten tangan  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  eksesp i  te rsebu t  d iban tah  

Penggugat  sebaga imana  te rmuat  da lam  Repl i k  Penggugat  

te r t angga l  12 Agustus  2009 ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim   mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t    :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ukuran  untuk  menentukan  apakah  

suatu  gugatan  te lah  d isusun  secara  benar  atau  t i dak  

ada lah  secara  tegas  d ia tu r  dalam   Pasal   56   Undang  – 

Undang  No.   5  Tahun 1986 sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang – Undang No.9  Tahun 2004,  yang  pada  

pokoknya  mengatur  bahwa  gugatan  harus  memuat  Iden t i t a s  

para  p ihak ,  dasar  gugatan  dan  hal  yang  dimin ta  untuk  

dipu tuskan  oleh  Pengadi l an  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  mencermat i  Sura t  Gugatan  

Penggugat ,  maka Maje l i s  Hakim menyimpulkan  bahwa Gugatan  

Penggugat  sudah  cukup  je l as  mencantumkan  Iden t i t a s  

Penggugat  dan  Tergugat ,  Obyek  gugatan  dan  ura ian  

mengenai  a lasan  gugatan  Penggugat  dan  hal  yang  di tun tu t ,  

yakn i  agar  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah   Sura t  

Di rek tu r  Merek  No.  HKI .04 .H I . 06 .03 - 68/2009  tangga l  15  

Apr i l  2009  per iha l  Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  

“Buddha  Bar”  daf ta r  No.  IDM 000189681,  o leh  karena  i t u  

menuru t  Maje l i s  Hakim  Gugatan  Penggugat  cukup  je l as  dan  

t i dak  kabur  sebaga imana  dia tu r  o leh  pasa l  56  Undang  – 

Undang  No.  5  Tahun  1986  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  ekseps i  Terguga t  

yang  menyatakan  Gugatan  Penggugat  kabur  ada lah  t i dak  
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berdasarkan  hukum  seh ingga  harus  di t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa  o leh  karena  ekseps i  yang  

menyatakan  gugatan  Penggugat  kabur  t i dak  bera lasan  hukum 

dan  di t o l a k ,  maka  se lan ju t n ya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  Pokok  Perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok  Perkara

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  Penggugat  untuk  dinya takan  Bata l  atau  Tidak  Sah 

ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  HKI .04 .H I . 06 .03 - 68/2009  

tangga l  15  Apr i l  2009  per iha l  Penar i kan  Kembal i  

Ser t i f i k a t  Merek  “  Buddha  Bar  ”  daf ta r   No.   IDM 

000189681   yang  d i t e rb i t k an  oleh  Di rek tu r  Merek  

pada  Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  

In te l e k t ua l ,  Depar temen  Hukum  dan  Hak  Azas i  

Manus ia  RI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa alasan  tun tu tan  Penggugat  te rsebu t  

pada  pokoknya  ada lah  karena  Keputusan  yang  di te r b i t k an  

oleh  Terguga t  d in i l a i  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

Perundang  -  undangan  dan  melanggar  Asas  -  Asas  Umum 
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Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  alasan  te rsebu t  te lah  diban tah  

oleh  Tergugat  dengan  menyatakan  bahwa keputusan  te rsebu t  

te lah  sesua i  dengan  pera tu ran  Perundang  -  undangan  dan  

t i dak  melanggar  Asas  -  Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l  gugatannya  

Penggugat  te l ah  mengajukan  a la t  bukt i  sura t  ber tanda  P -  

1  sampai  dengan  P –  11  b,   sedangkan  Tergugat  untuk  

menguatkan  da l i l  sangka lannya  te l ah  mengajukan  ala t  

bukt i  sura t  ber tanda  T  -  1  sampai  dengan  T  -  9  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  dar i  gugatan ,  jawaban  dan  

kes impu lan  yang  dia j ukan  para  pihak ,  menuru t  hemat  

Maje l i s  Hakim permasa lahan  hukum admin i s t r a s i  yang  harus  

dipe r t imbangkan  dalam sengketa  in i  adalah  :  Apakah  dar i  

aspek  kewenangan  dan  atau  substans i   penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Obyek  Gugatan   te l ah  sesua i  pera tu ran  

perundang  -  undangan  yang  ber l aku  dan t i dak  ber ten tangan  

dengan  Asas  Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang  bahwa  te r l epas  dar i  da l i l  gugatan  
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Penggugat  dan  jawaban  Tergugat ,  maka   berdasarkan  azas  

dominus  l i t i s ,  dar i  aspek  kewenangan  Pengad i l an  akan  

mempert imbangkan  aspek  kewenangan  te rsebu t  berdasarkan  

fak ta  -  fak ta  hukum  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  is i  dar i  Sura t  Tergugat  

te r t angga l  15  Apr i l  2009  te rsebu t  adalah  ber i s i  ten tang  

Penar i kan  atau  Pencabutan  Ser t i f i k a t  Merek  yang  te lah  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  /  Di rek tu r  Merek   pada  tangga l  

16  Januar i  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  per tanyaan  hukum 

ada lah ,  apakah  Di rek tu r  Merek  pada  Di rek to ra t  Jendera l  

Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  ,  Depar temen  Hukum dan  Hak 

Azas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  secara  yur i d i s  

berwenang  menerb i t kan  Sura t  Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  

Merek  te rsebu t  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  pada  

pokoknya  menyatakan  bahwa Tergugat  t i dak  berwenang  untuk  

menar i k  kembal i  Ser t i f i k a t  Pendaf ta ran  Merek,  karena  

kewenangan  Terguga t  ada lah  hanya  menghapus  atau  

membata lkan  Ser t i f i k a t  Merek  te rsebu t  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  benar  menuru t  Undang  –  Undang  

No.15 /2001  ten tang  Merek  t i dak  secara  eksp l i s i t  d ia tu r  

ten tang  Kewenangan  Di rek tu r  Merek  untuk  menar i k  kembal i  

Ser t i f i k a t  Merek  yang  te l ah  d i t e rb i t k annya .  Yang  dia tu r  

da lam  Undang  -  undang  te rsebu t  adalah  kewenangan  

Di rek to ra t  Jendera l  Hak  Kekayaan  In te l ek t ua l  untuk  

menghapus  Ser t i f i k a t  Merek  dan  Mencore t  Merek  dar i  

Ber i t a  Resmi  Merek  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t   pasa l  61 ayat  (2 )  Undang  

–  Undang  No.15 /2001 ,   penghapusan  Pendaf ta ran  Merek  

ada lah  karena  alasan  :  - - - - - - - -

- Merek  t i dak  digunakan  se lama  3  tahun  ber tu ru t  

-  tu ru t  da lam perdagangan  barang  dan/a tau  jasa  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Merek  digunakan  untuk  jen i s  barang  dan/a tau  

jasa  yang  t i dak  sesua i  dengan  jen i s  barang  

atau  jasa  yang  dimohonkan  pendaf ta ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan  se lan ju tn ya  menuru t  pasa l  64  Undang  – 

Undang  No.  15/2001 ,  Pencore tan  Merek  ada lah  

di l aksanakan  da lam rangka  melaksanakan  putusan  

Perad i l an  Niaga  atas  upaya  pembata lan  merek  

yang  dia jukan  pihak  ket i ga  d i  Pengadi l an  Niaga  
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;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  per tanyaan  hukum 

kemudian  ada lah  apakah  Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  

HKI .04 .H I . 06 .03 - 68/2009  tangga l       15  Apr i l  2009  yang  

ber i s i  Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  “  Buddha Bar  ”  

daf ta r  No.  IDM 000189681,  dar i  aspek  kewenangan  memi l i k i  

dasar  yur i d i s  ?;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Azas  Umum Hukum 

Admin is t r a s i  khususnya  Azas  Cont ra r i u s  Actus ,  maka Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dengan  send i r i n ya  ada lah  

berwenang  pula  untuk  membata lkan  atau  mencabutnya .  Dan 

Azas  in i  ada lah  te tap  ber laku  meskipun  dalam  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  t i dak  ada  k lausu la  pengaman 

yang  laz im  berbuny i  :  Apabi l a  dikemudian  har i  te rnya ta  

ada  keke l i r u an  atau  kekh i l a f an  maka  Keputusan  in i  akan  

di t i n j a u  kembal i .  (  L iha t ,  Pro f .  Dr .  Phi l i p us  M. Hadjon ,  

SH dan  Dr.  Tat iek  Sr i  Dja tm ia t i ,  SH,  MS.  Argumentas i  

Hukum,  Gajah  Mada  Univers i t y  Press .  2005.  Yogyakar t a .  

Dan  Pro f .  Drs .  C.S.T .  Kans i l ,  SH.  Dan  Chr is t i n e  S.T .  

Kans i l ,  SH.  MH.Modul  Hukum Admin is t r a s i  Negara ,  Pradnya  

Parami ta ,  Jakar ta ,  2005.  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa Ser t i f i k a t  Merek  “  Buddha  Bar  ”  

daf ta r  No.  IDM 000189681  ada lah  di te rb i t k an  send i r i  o leh  

Tergugat  /  Di rek tu r  Merek  pada  Di rek to ra t  Jendera l  Hak 

Kekayaan  In te l ek t ua l  Depar temen  Hukum dan         Hak 

Azas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  pada  tangga l   16  

Januar i  2009 (  bukt i             

P  -   8  ) ,   o leh   karena   i t u   berdasarkan  Azas  

Cont ra r i u s  Actus  te rsebu t ,  maka Tergugat  sebaga i  pe jaba t  

Tata  Usaha Negara  yang  menerb i t kan  Sura t  te rsebu t  secara  

hukum ada lah  berwenang  untuk  mencabut  atau  menar i knya  

kembal i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  d ipe r t imbangkan  

apakah  dar i  aspek  subs tans i ,  penar i kan  atau  pencabutan  

te rsebu t  dapat  d ibenarkan  menuru t  hukum  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  disebu tkan  dalam 

Sura t  Penar i kan  Ser t i f i k a t  Merek  yang  di te rb i t k an  

Tergugat ,  maka  penar i kan  kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  

te rsebu t  ada lah  karena  seharusnya  t idak  dapat  didaf ta r  

berdasarkan  alasan  ber ten tangan  dengan  mora l i t a s  agama 

dan  kete r t i b an  umum sebaga imana  dimaksud  dalam  pasa l  5 
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huru f  a Undang – Undang No.  15 Tahun 2001 ten tang  Merek.  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mencermat i  a lasan  penar i kan  

Ser t i f i k a t  Merek  yang  di l akukan  Terguga t  te rsebu t  maka 

dapat  d is impu lkan  bahwa  penar i kan  te rsebu t  d i l akukan  

karena  adanya  keke l i r u an  dalam  menerapkan  keten tuan  

hukum  mater i i l  untuk  menetapkan  dapat  atau  t i daknya  

suatu  permohonan  dapat  d ikabu l kan  atau  t i dak ,  pada  saat  

proses  penerb i t an  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  “keke l i r u an  ”  (  dwang )   ada lah  

te rmasuk  sa lah  satu  alasan  bag i  Pejaba t  penerb i t  Sura t  

Keputusan  untuk  mencabut /menar i k  sebuah  Sura t  Keputusan  

yang  te l ah  di te rb i t k an  o leh  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t .   (  L iha t ,  Pro f .  Dr .  Phi l i p us  M. Hadjon ,  SH dan  

Dr.  Tat i ek  Sr i  Dja tmia t i ,  SH,  MS.  Argumentas i  Hukum,  

Gajah  Mada  Univers i t y  Press .  2005.  Yogyakar t a . ce ta kan  

Per tama,  ha l :  83. )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa alasan  Tergugat  menar i k  kembal i  

Ser t i f i k a t   merek   te r sebu t   ada lah   sesua i   dengan  

keten tuan  hukum mater i i l  sebaga imana   d ia tu r   pasa l  5 

Undang  –  Undang  No.  15  Tahun  2001  ten tang  Merek  yang  

ber i s i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“   Merek  t i dak  dapat  d ida f t a r  apab i l a  Merek  

te rsebu t  mengandung  unsur  di  bawah  in i  : ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Ber ten tangan  dengan  pera tu ran  per  Undang  –  

Undang  an  yang  ber laku ,  mora l i t a s  agama,  

kesus i l aan  atau  kete r t i b an  umum ;  - -

b. Dst .   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  Tergugat  melanggar  azas  kepast i an  hukum,  

menuru t  Maje l i s  Hakim  dal i l  te rsebu t  ada lah  t i dak  

berdasarkan  hukum,  karena  penar i kan  kembal i  Ser t i f i k a t  

Merek  te rsebu t  jus t r u  Tergugat  te lah  meluruskan  

t i ndakannya  yang  ke l i r u  dan   mengembal i kan  keadaan  

sesua i  dengan  keten tuan  Undang  –  Undang  No.  15  Tahun  

2001  ten tang  Merek ,  seh ingga  t i ndakan  Tergugagat  ada lah  

untuk  menjaga  adanya  kepas t i an  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  menganai  da l i l  

Penggugat                        yang  menyatakan ,  te l ah  

te r j ad i  pe laggaran  Azas  te r t i b  penye lenggaraan  Negara ,  

menuru t   Maje l i s   Hakim,   da l i l   te rsebu t   juga   t i dak  

te rbuk t i ,  karena  t i ndakan  Tergugat  menar i k  kembal i  

Ser t i f i k a t  Merek  dengan  alasan  ber ten tangan  dengan  
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mora l i t a s  agama dan  kete r t i b an  umum sebaga imana  dimaksud  

dalam pasa l  5 huru f  a Undang  – Undang  No.  15  Tahun  2001  

ten tang  Merek ,  adalah  jus t r u  da lam  rangka  menegakkan  

Azas  Ter t i b  penye lenggaraan  Negara ,  yakn i  mematuh i  

keten tuan  per  -  Undang  Undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  t i ndakan  Tergugat  menar i k  

kembal i  Ser t i f i k a t  Merek    “  Buddha  Bar  ”   daf ta r  No.  

IDM  000189681  ada lah  juga  t i dak  te r l epas  dar i  adanya  

keresahan  di l i n gkungan  umat  Buddha  dan  peno lakan  sekte  

- sekte  da lam agama Buddha secara  te r t u l i s  maupun f i s i k  (  

demonst ras i  )  te rhadap  keberadaan  “  Buddha  Bar  ”  

sebaga imana  te r t uang  dalam  Sura t  Di rek tu r   Jendera l  

Binmas  Buddha Depar temen  Agama te r t angga l  12 Maret  2009  

dan  tangga l  6  Apr i l  2009,   Sura t  Pernya taan  Sikap  dar i  

Forum Ant i  Buddha  Bar  (  FABB )  te r t angga l  23  Februar i  

2009,  Pet i s i  Umat  Buddha  Mengena i  Penolakan  Merek  Buddha  

Bar  te r t angga l  02  Apr i l  2009  dan  Permohonan  Pencabutan  

Merek  Dagang  Buddha  Bar  dar i  Forum  Ant i  Buddha  Bar  

te r t angga l  02 Maret  2009 (  bukt i  T -  4 sampai  dengan  T –  

8 )  ;  - - -  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  dia tas  

maka menuru t  Maje l i s  Hakim,  dar i  aspek  subs tans i ,  Obyek  

Sengketa   t i dak  te rdapa t  cacat  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kese lu ruhan  

per t imbangan  dia tas  maka  d is impu lkan  Sura t  Terguga t /  

Di rek tu r  Merek  No.  HKI .04 .H I . 06 .03 - 68/2009  tangga l  15  

Apr i l  2009  per iha l  Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  

“  Buddha  Bar  ”  daf ta r  No.  IDM  000189681(  Obyek  

sengketa  )  ba ik  dar i  aspek  kewenangan  maupun  substans i  

ada lah  t i dak  mengandung  Cacat  Hukum,  oleh  karenanya  

Gugatan  Penggugat  harus  dinya takan  di to l ak  se lu ruhnya  ;  

- - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  penundaan  

pelaksanaan  Sura t  Di rek tu r  Merek  No.  HKI .04 .H I . 06 .03 -

68/2009  tangga l                 15  Apr i l  2009  per iha l  

Penar i kan  Kembal i  Ser t i f i k a t  Merek  “Buddha  Bar”  daf ta r  

No.  IDM  000189681,  oleh  karena  Sura t  Di rek tu r  Merek  

te rsebu t  te rmasuk  kategor i   Keputusan   yang  e inmal i g ,  

ar t i n ya  sete lah  te rb i t  keputusan  te rsebu t  

te lah  se lesa i  dan  t i dak  dipe r l u kan  pe laksanaan  lag i ,  

maka  perohonan  penundaan  pelaksanaan  Sura t  te r sebu t  

harus  di to l ak  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

di t o l a k   maka sesua i  keten tuan  pasa l  110 Undang – Undang  

No.  5  tahun  1986  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang  

– Undang No.  9 Tahun 2004,  maka  Penggugat  harus  dihukum 

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  
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di t en tukan  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  berdasar  keten tuan  pasa l  107  

Undang  –  Undang  No.  5  tahun  1986,  maka  a la t  bukt i  

se leb ihnya  sete lah  dipe r t imbangkan  te rnya ta  t i dak  

re levan  untuk  per t imbangan  putusan  in i ,  akan  te tap i  a la t  

-  a la t  bukt i  te rsebu t  te tap  di l amp i r kan   da lam  berkas  

perkara  ;   - - - - -

Menginga t ,  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan   Undang  –  Undang  No.  9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang  –  Undang  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  perundang  - undangan  

dan  keten tuan  hukum  la i nnya   yang  berka i t an  dengan  

sengketa  in i   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak  Permohonan  Penangguhan  pelaksanaan  Sura t  

Di rek tu r  Merek  No.  HKI .04 .H I . 06 .03 - 68/2009  

tangga l  15 Apr i l  2009 per iha l  :  Penar i kan  Kembal i  

Ser t i f i k a t  Merek  “  Buddha  Bar  ”  daf ta r  No.  IDM 

000189681  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DALAM EKSEPSI  :

- Menolak   Ekseps i  Tergugat   te rsebu t .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  

biaya   perkara  sebesar  Rp.  124.000 .  

(  sera tus  dua  pu luh  empat  r i bu  

rup iah  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

har i  :  JUMAT tangga l                         11 September  

2009  oleh  kami ,  H.  BAMBANG HERIYANTO,  S.H. ,M.H   sebaga i  

Hakim  Ketua  Maje l i s  ser ta  BERTHA SITOHANG, S.H  dan  FARI  

RUSTANDI,  S.H,  masing  -  masing  sebaga i  Hakim  Anggota .  

Putusan  mana diucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  :  S E N I  N ,  tangga l  14  September  2009 

oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  didamping i  o leh  

ERINA SORAYA, S.H   Sebaga i  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a ,  dengan  dihad i r i  o leh  pihak  

kuasa  Penggugat  dan  o leh  pihak  kuasaTerguga t   ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

 

  

HAKIM KETUA MAJELIS,

    HAKIM -  HAKIM ANGGOTA, 

t . t . d  t . t . d

  

H.  BAMBANG HERIYANTO, S.H. ,M.H   

      BERTHA SITOHANG, S.H 

t . t . d

        FARI  RUSTANDI,  S.H 

PANITERA PENGGANTI,

t . t . d

  

ERINA SORAYA, S.H

          

 

RINCIAN BIAYA PERKARA :

-

Pendaf ta ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Rp. 30.000 , -

- Panggi l an  – pangg i l an  . . .………………….…… Rp.  

80.000 , -

- Matera i  

Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp. 6.000 , -

- Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………………..………. Rp.

5.000 , -

- Leges  Putusan  

Asl i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.

3.000 , -

_____________  +

Jumlah Rp.  
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124.000 , -

                                             (  

sera tus  dua puluh  empat  r i bu  rup iah  )
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